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1. MENGAPA DIPERLUKAN 

ANALISIS DAN EVALUASI

TERHADAP PERATURAN 

PERUNDANGAN-UNDANGAN, 

TERMASUK PERATURAN 

DAERAH?
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ALASAN STRATEGIS :

“Presiden menugaskan kepada kami untuk 
melakukan upaya review terhadap seluruh 
undang-undang, peraturan pemerintah termasuk di 
dalamnya adalah peraturan menteri...

… Agar dilakukan sinkronisasi dan 

harmonisasi supaya satu langkah 

dalam menuju Indonesia Emas tahun 

2045.”
-Menteri Hukum RI, 4 November 2024
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ALASAN SOSIO YURIDIS :

SELURUH PUU PADA DASARNYA 
ADALAH SEBUAH DINAMIKA 
DALAM MEWUJUDKAN 
KEADILAN, KEPASTIAN, DAN 
KEMANFAATAN 

• Seiring berkembangnya waktu, ada
banyak PUU mengalami kendala
dalam penerapan.

• Banyak PUU memerlukan perbaikan-
perbaikan untuk dapat diterapkan
dengan efektif dan efisien. 

JUMLAH PUU YANG DIBUAT 
CENDERUNG LEBIH BANYAK 
DARI YANG DICABUT 

Menyebabkan ada potensi
tumpang tindih atau over-
regulasi yang menyebabkan
biaya tinggi dalam penerapan
PUU.

EVALUASI PUU AKAN 
MENYEDIAKAN USULAN 
PERBAIKAN YANG LEBIH 
TEPAT SASARAN

Karena dilakukan dengan
metode yang dapat
dipertanggungjawabkan

1 2 3
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ALASAN REKONSTRUKTIF :

KONDISI SAAT INI 

 Hiperregulasi

 Disharmoni

 Multiinterpretasi

 Tidak Efektif

 Biaya Tinggi

 Kurang Berjiwa Pancasila

KONDISI YANG 
DIHARAPKAN

 Sederhana/Simplifikasi

 Harmonis

 Jelas, Lugas

 Efektif Dan Efisien

 Berjiwa Pancasila

Evaluasi PUU Dalam 
Rangka Penataan 

Regulasi 
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2. APA DASAR HUKUM DALAM 

MELAKUKAN ANALISIS DAN 

EVALUASI PERATURAN 

PERUNDANGAN-UNDANGAN?
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DASAR HUKUM PEMANTAUAN, PENINJAUAN DAN 
ANALISIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 
Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

1 PEMANTAUAN DAN 
PENINJAUAN TERHADAP UU

Objek evaluasi: UU

Dilakukan oleh: 

- DPR 

- DPD 

- Dan Pemerintah

Diatur lebih lanjut oleh masing-masing 

Lembaga 

Hasilnya dapat menjadi usul dalam

penyusunan Prolegnas

2
Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUU

makna dari Pasal 97 C UU 13 Tahun 2022:

- Analisis dan evaluasi yang diatur dalam Pasal 97C dilakukan

terhadap PUU existing di bawah UU

- Pada hakikatnya juga bertujuan melihat ketercapaian hasil

dan kemanfaatan PUU.

- Dilakukan oleh Kementerian Hukum

BPHN sedang menyusun pedoman Analisis

dan Evaluasi hukum terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan;

2. Hukum tidak tertulis;

3. Konvensi Internasional;

4. Putusan Pengadilan;

5. KTUN.
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ANALISIS DAN EVALUASI 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf c s.d. g dan Pasal 8 UU 12/2011

OBJEK

Pasal 7 ayat (1) 
huruf c s.d. g

• Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah 

Provinsi
• Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota

Pasal 8

Peraturan yang ditetapkan oleh MPR,
DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas
perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi,
Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.
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3. APA YANG TELAH DICAPAI 

SELAMA INI DALAM 

MELAKUKAN ANALISIS DAN 

EVALUASI PERATURAN 

PERUNDANGAN-

UNDANGAN?
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SAMPAI TAHUN 2025
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3. BAGAIMANA PERAN ANALIS 

HUKUM DALAM MELAKUKAN 

ANALISIS DAN EVALUASI 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN?
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ANALIS 

HUKUM
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RUMPUN HUKUM 

& PERADILAN
DAPAT DI ISI PPPK

BERSIFAT 

TERBUKA

JABATAN BAGI 

PNS

KEDUDUKAN 
ANALIS HUKUM
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Indeks Reformasi Hukum

Variabel IRH pada Pemerintah DaerahPERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN 
REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 
BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 23
TAHUN 2024 TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA 

KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH 

Variabel 1.

Tingkat Koordinasi
Kementerian Hukum 

untuk melakukan
harmonisasi PUU

Variabel 2.

Kompetensi Perancang
Peraturan Perundang-

undangan (legal drafter) 
yang berkualitas

Variabel 3.

Kualitas Re-regulasi atau
Deregulasi berbagai PUU 
berdasarkan Hasil Reviu

Variabel 4.

Penataan Database PUU
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1. Kompetensi Analisis & 
Evaluasi Hukum

2. Kompetensi AE Pengawasan 
Pelaksanaan PUU

3. Kompetensi Pelaksanaan 
Perjanjian Instansi 
Pemerintah

4. Kompetensi Pengelolaan 
Informasi Hukum

5. Kompetensi Pengelolaan 
Pelayanan Hukum dan Perizinan

6. Kompetensi Advokasi Hukum

Kompetensi Teknis
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Analisis dan Evaluasi Hukum

•Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, 
mengevaluasi, melakukan pemantauan dan peninjauan, dan merumuskan
rekomendasi terhadap permasalahan hukum dan  peraturan perundang-
undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan

Analisis Dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Instansi Pemerintah

•Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, 
mengevaluasi, merumuskan rekomendasi, memberikan pendapat hukum dan 
layanan konsultasi terhadap hasil pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.

Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah

•Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, dan 
mengevaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian instansi
pemerintah
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Pengelolaan Informasi Hukum

•Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, 
mengevaluasi, dan mengembangkan seluruh sumber informasi hukum

Pengelolaan Pelayanan Hukum dan Perizinan

•Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, 
mengevaluasi, dan merumuskan rekomendasi terhadap kebutuhan pelayanan
hukum dan perizinan

Advokasi Hukum

•Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, 
mengevaluasi dalam kegiatan advokasi yang mencakup pelaksanaan advokasi
hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum di luar persidangan
(nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan
advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
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PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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TERIMA KASIH


